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Abstrak

Memasuki Wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang mesti memerhatikan segala aturan
yang terkait ataupun berlaku di Indonesia. Memasuki Wilayah Indonesia artinya pula siap
mengikuti segala aturan yang berlaku di Indonesia. Sebab tak sembarang aturan yang telah
dibuat untuk mengatur segala hal terkait Keimigrasian Indonesia. Terorisme adalah bentuk
kejahatan yang dapat sangat kuat melintasi batas negara (kejahatan lintas negara) dan bahkan
terorganisir (kejahatan lintas negara terorganisir) karena ia menciptakan jaringan dengan
kelompok-kelompok terorganisir yang berada di negara lain. Oleh karena itu, untuk
mengantisipasi terorisme yang memiliki jaringan internasional, konsep Cekal (Prevent-
Tangkal) menjadi instrumen yang sangat terbuka.Terorisme adalah bentuk kejahatan yang
dapat sangat kuat melintasi batas negara (kejahatan lintas negara) dan bahkan terorganisir
(kejahatan lintas negara terorganisir) karena ia menciptakan jaringan dengan kelompok-
kelompok terorganisir yang berada di negara lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi
terorisme yang memiliki jaringan internasional, konsep Cekal (Prevent-Tangkal) menjadi
instrumen yang sangat terbuka. Pencegahan adalah larangan sementara meninggalkan
Indonesia karena alasan yang berkaitan dengan imigrasi atauialasan lainiyang ditentukanioleh
hukum. Sementara itu, pencegahaniadalah larangan masuk ke wilayah Indonesia oleh orang
asing karena alasan imigrasi.

Kata Kunci: Perundang-undangan, Keimigrasian, Hukum, terorisme.

Abstract

T Entering the Territory of Indonesia is something that must pay attention to all relevant or
applicable rules in Indonesia. Entering Indonesian Territory also means being ready to follow
all the rules that apply in Indonesia. Because not just any rules that have been made to
regulate all matters related to Indonesian Immigration. Terrorism is a form of crime that can
be very strong across national borders (transnational crime) and even organized (organized
transnational crime) because it creates networks with organized groups in other countries.
Therefore, to anticipate terrorism that has an international network, the concept of Block
(Prevent-Tangkal) becomes a very open instrument. Terrorism is a form of crime that can be
very powerful across national borders (transnational crime) and even organized (transnational
organized crime) because it creates networks with organized groups in other countries.
Therefore, in anticipation of terrorism that has an international network, the concept of the
Checkal (Prevent-Tangkal) becomes a very open instrument. Prevention is a temporary ban
on leaving Indonesia due to reasons related to immigration or other reasons determined by
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law. Meanwhile, prevention is a ban on entry into Indonesian territory by foreigners due to

immigration reasons.

Keywords: Legislation, Immigration, Law, terrorism

PENDAHULUAN

Indonesia  menerapkan  sistem
selektif policy dimana setiap orang yang
masuk ke Indonesia adalah orang yang
bermanfaat bagi negara dan tidak
mengganggu ketertiban dan keamanan
negara. Oleh sebab itu pejabat imigrasi
yang ditunjuk untuk menjadi petugas
dalam memeriksa setiap orang yang ingin
keluar dan pergi Indonesia memiliiki
tanggung jawab yang besar dan ikut ambil
andil dalam memutuskan setiap keputusan
yang berlaku. Tindakan terorisme sudah
banyak terjadi di beberapa negara yang
berlangsung di banyak negara dengan
berbagai tujuannya masing-masing yang
menimbulkan berbagai macam ancaman
terhadap keberlangsungan konsep
perdamaian dunia Threat to the peace
karena telah melampaui batas suatu negara
( transcend national boundaries). Sehingga
dapat  dikatakan  kejahatan  setara
internasional, dan dibentukalah
perkumpilan dunia internasional lalu
menyepakati untuk membuat konvensi-
konvensi internasional yang membahas
dan mengatur tentang terorisme untuk
menjelaskan  terorisme merupakani
kejahatan internasional yang sangat perlu
diawasi danijika tidak ditangani dengan
baik akan membahayakan umat manusia,
sehingga dipandang untuk diatur
keiiidalam peraturan internasional untuk
menjadi hukum Internasionali
(International Customary L). Indonesia
adalah salah satu negara yang mengalami

dampak yang dikategorikan bebahaya
kegiatan  terorisme, dan turut serta
meratifikasi konvensi- konvensi

internasional tersebut menjadi  hukum
positif nasional untuk menangani serta
membuat peraturan tentang tindakan
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terorisme. Sehingga dengan
dikategorikannya  terorisme  sebagai
kejahatan internasional yang melampaui
batas negara dan mengancam ketertiban
suatu negara menjadi hancur dan
menganggu kenyamana kehidupan pada
suatu negara, tentu berdampak terhadap
pergerakan terorime dalam melaksanakan
tujuannya di berbagai tempat khususnya
di negara-negara yang mempunyai peluang
besar untuk dilakukan pengeboman.
Pergerakan tersebut tentu akan melintasi
batas-batas negara dengan menggunakan
alur perlintasan antar negara, baik
secara resmi  maupun illegal dengan
membuat dokumen perjalanan yang palsu,
sehingga  ada  keterkaitan antara
pergerakan  lintas negara para teroris
dengan kedaulatan negara di jalur pintu
masuk berdasarkan kebijakan
keimigrasian yang berlaku di negara
tersebut. Sementara itu keimigrasian di
Indonesia  mengalami  perkembangan
signifikan  dalam  tataran  peraturan
perundang-undangan  seiring  dengan
perubahan ketatanegaraan yang
mengiringi  semangat reformasi segala
bidang, pengaruh globalisasiiidi segala
sektoriiikehidupan masyarakatiiidunia dan

pengesahan ratifikasi konvensi
internasional  tentang kejahatan
transnasional terorganisasi untuk
mengatasi peningkatan kejahatan

transnasional tersebut, yang salah satunya
adalah kejahatan terorisme. Maka
pemerintah  Indonesia memperbaharui
dan mengembangkan undang-undang dan
peraturan imigrasi untuk meningkatkan
pemantauan semua orang asing Yyang
memasuki wilayah Indonesia dan semua
kegiatannya. Pemantauan setiap orang
yang melakukan perlintasan perbatasan
penting untuk mencegah terorisme dari
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negara asing, baik untuk kegiatan maupun
pelaku, dari memengaruhi atau
memengaruhi keamanan dan kedamaian
masyarakat Indonesia karena terorisme
adalah  kejahatan internasional yang
mengancam kedaulatan negara.

PEMBAHASAN

Pengawasan keimigrasian adalah
salah satu tugas Direktorat Jenderal
Lembaga Imigrasi yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun
2011. Garis besar konsep pengawasan
imigrasi menekankan kontrol yang erat
dengan subyek wargainegara
Indonesiaidan  orangiiiasing. Melawan
wargaiiinegara Indonesia dalam perjalanan
layanan imigrasi di negara mereka dan di
luar negeri, serta di dalam dan di luar
Indonesia. Untuk orang asing yang masuk
dan meninggalkan wilayah Indonesia, serta
kehadiran dan kegiatan mereka di wilayah
Indonesia. Daftar nama-nama yang
bertuliskan nama warga negara Indonesia
dan orang asing terkait dengan masalah
hukum yang harus menjadi subjek
tindakan  imigrasi  pencegahan  dan
penangkalan. Pencegahan dan
penangkalan, adalah otoritas khusus yang
diamanatkan oleh Undang-Undang
Keimigrasian untuk mencegah siapa pun
meninggalkan wilayah Indonesia dan
mencegah semua orang memasuki wilayah
Indonesia. Dasar penerapan pencegahan
dan penangkalan, khususnya untuk alasan
spesifik dan spesifik terkait pertimbangan
perlindungan kepentingan nasional.
Pencegahan dan penangkalan dalam
perkembangannya telah  menghadapi
banyak tantangan di era globalisasi dan
reformasi, khususnya konsepsinya dalam
hukum imigrasi, karena memiliki kaitan
erat dengan hak asasi manusia.
Berdasarkan sejarah  hukum imigrasi
mengenai  konsep  pencegahan  dan
pencegahan, Undang-undang Imigrasi

sebelumnya menetapkan bahwa
masyarakat negeri Indonesia ataupun
masyarakat negeri asing bisa dikenakan
aksi penangkalan serta penangkalan,
apalagi pada dikala yang serupa kepada
masyarakat negeri Indonesia yang dilarang
merambah negeri mereka sendiri dalam
kondisi yang amat spesial.

Dengan terdapatnya pergantian
dalam pandangan ketenagakerjaan yang
mencakup amandemen kepada konstitusi
serta ratifikasi kepada sebagian akad
global ke dalam hukum Indonesia yang
mempunyai rancangan dalam penangkalan
serta penangkalan yang hadapi pergantian
yang penting paling utama dalam
kaitannya dengan Hak Asas Orang, karna
bagi asal usul orang hendak senantiasa
hadapi pergerakan dari satu tempat ke
tempat yang lain, dimana perihal itu ialah
hak kodratinya buat memiliki haka tar
independensi beranjak serta dengan cara
global sudah diatur serta disetujui selaku
perjanjian nasional serta ialah satu ha katas
dasar manusiawi. Tetapi bukan berarti hak
atas kebbebasan beranjak bisa diizinkan
sedemikian itu saja dalam kondisi beranjak
serta beralih dari satu negeri ke negeri
yang lain, diberlakukan ketetapan yang
terikat serta mempunyai da=sar hukum
yang kokoh serta mengikat cocok dengan
ketentuan perlintasan batasan negeri yang
jadi  dominasi dari  negeri dalam
membuktikan independensi di area
Hukum. Di dalam International Covenant
On Civil And Political Rights dimana
determinasi melaporkan kalau
independensi beranjak itu dibatasi dengan
keamanan nasional kedisiplinan um,
kesehatan serta akhlak warga. Tetapi tiap
pemisahan yang dicoba oleh sesuatu negeri
wajib mempunyai dasar hukum yang
kokoh serta nyata serta logis, perihal ini
searah dengan rancangan penangkalan
serta  penangkalan  dalam  hukum
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keimigrasian Indonesia. Hukum Imigrasi
Indonesia  merupakan  hukum  yang
melandasi tiap aksi yang berhubungan
dengan imigrasi  serta  berdasarkan
konstitusi paling utama dalam menata
determinasi hal independensi beranjak.
Rancangan penangkalan serta penangkalan
dalam hukum keimigrasian menguasai
kalau selaku salah satu hak dasar
independensi beranjak wajib dibatasi buat
mencegah  kebutuhan nasional ialah
mencakup keamanan nasional,
kedisiplinan  biasa, serta kebutuhan
masyarakat.

A.Konsep Pencegahan Dalam Fungsi
BNPT

Mengalami  bahaya mengenai
terorisme penguasa sudah membuat
bermacam peraturan buat menanggulangi
permasalahan terorisme. Salah satunya
dengan terdapatnya pembuatan Tubuh
Nasional Penyelesaian Terorisme( BNPT).
Imigrasi selaku badan negeri mempunyai
filosofi ialah yang awal selaku badan
negeri yang menolong melayani( state
auxiliary bodies) serta selaku badan negeri
tolong( state auxiliary alat).

Badan negeri ini dilahirkan dari
Peraturan Kepala negara serta berdasarkan
dari ketetapan kepala negara sendiri
sebaliknya BNPT ini tertuju buat
melaksanakan perintah peraturan
perundang- undangan yang lebih besar
dalam hukum terorisme. Dengan salah
kewajiban serta gunanya ialah
mengkoordinasikan lembaga yang terpaut
dalam penangkalan serta penangkalan
penerapan aktivitas di aspek penyelesaian
terorisme. Penerapan penangkalan yang
dilaksanakan olen BNPT dilaksanakan
oleh bagian delegasi aspek penangkalan,
proteksi serta melakukan kewajiban
merumuskan, mengkoordinasikan, serta
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melakukan kebijaksanaan, strategi, serta
program nasional dalam  mengatasi
terorisme di aspek penangkalan, proteksi,
pengkoordinasian dengan badan yang lain
yang terpaut hal terorisme ini.

Tujuan BNPT selaku penghapusan
serta pencegahan terorisme di Indonesia
merupakan buat mencegah masyarakat
negeri Indonesia serta kebutuhan nasional
serta buat menghasilkan area nasional serta
global yang nyaman serta rukun dengan
tidak memperbolehkan aksi radikalisasi
serta melaksanakan pengecekan dan
memberhentikan kelakuan terorisme bila
ditemui di area Indonesia. Buat menggapai
tujuan ini, BNPT wajib berjuang melawan
terorisme serta membendungnya dengan
melenyapkan aspek yang bisa dieksploitasi
buat mensupport aksi terorisme di
Indonesia, melenyapkan terorisme dengan
memusnahkan badan teroris dengan
memusnahkan  tempat  perlindungan
mereka, kepemimpinan mereka, perintah
mereka, kontrol mereka wajib didapat
ganti, komunikasi mereka dibatasi dengan
area dekat, sokongan modul serta
keuangan mereka diusahakn dilacak dan
diretas supaya mereka tidak menemukan
akses ataupun sokongan unutk
melaksanakan aksi terorisme di Indonesia,
serta  tingkatkan  kecermatan  serta
kesiapsiagaan dalam mengalami bahaya
serbuan teroris.

Buat melakukan kewajiban serta
tanggung jawab  Tubuh  Nasional
Penyelesaian Terorisme( BNPT), suatu
golongan  kegiatan sudah dibangun,
tercantum unsur- unsur terpaut yang pula
bisa mengaitkan warga serta berkolaborasi
dengan badan yang terpaut dengan
terorisme. Pengutusan Tentara Nasional
Indonesia(TNI) serta Polri dari golongan
kegiatan Tubuh Nasional Penyelesaian
Teroris disiapkan ataupun di dasar kontrol
operasional( BKO). Golongan kegiatan
BNPT, dalam kondisi penguatan hukum,
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wajib lalu mengadvokasi hak asas orang,
paling utama dalam pemakaian daya serta
senjata api, cocok dengan prinsip- prinsip
dasar.

Kewajiban BNPT ini ialah perihal
yang amat berarti dalam melindungi tiap
orang yang pergi serta masuk Indonesia
dan berkolaborasi dengan imigrasi dalam
menghindari seluruh orang yang masuk ke
Indonesia supaya tidak ada orang yang
menyalahgunakan perizinan buat masuk ke
Indonesia.

B. Sistem Pencegahan dan Penangkalan
Keimigrasian Dalam Mengatasi
Terorisme

Penangkalan yang dicoba
imigrasi di tempat pengecekan imigrasi
ialah perihal yang amat berarti dicoba oleh
pihak imigrasi oleh karena itu Direktorat
Imigrasi membuat sesuatu kebijaksanaan
ialah berhati- hati policy. Dimana tiap
orang yang masuk wajib berguna untuk
Indonesia  serta  tidak  mematikan
kedisiplinan di negeri Indonesia. Dalam
mengaitkan antara sistem penangkalan
serta penangkalan imigrasi dengan teroris
butuh kita pahami bersama kalau ada satu
titik yang tidak membuktikan kalau
penangkalan serta penangkalan
keimigrasian ini tidak mempunyai ikatan
yang silih pengaruhi dengan kewajiban
serta guna penangkalan terorisme oleh
BNPT. Penangkalan serta penangkalan ini
ialah bagian dari pengawasan keimigrasian
yang telah ditetapakn di  Hukum
Keimigrasian UU Nomor. 6 Tahun 2011
berperan selaku pembatas hak
independensi  beranjak dalam  ruang
lingkup pergerakan masuk serta pergi area
Indonesia.

Sedangkan penangkalan terorisme
yang dicoba oleh BNPT ini bersumber

pada serangkaian kewajiban serta guna nya
tidak mempunyai ketergantungan dengan
cara langsung dengan penangkalan orang
asing yang masuk ke Indonesia dimana
cuma bertabiat pberupa kategorisasi
program serta koordinasi dengan dampingi
lembaga negeri yang memiliki
ketergantungan ataupun benang merah
dalam rancangan menghindari datangnya
teroris ke Indonesia. Yang jadi
penghubungnya merupakan hukum
terorisme yang jadi dasar hukum
penerapan kewajiban BNPT terorisme
selaku bagian integral dari kesalahan
transnasional  terorganisir yang bisa
mengecam perdamaian serta keamanan
nasional serta global, dengan penuhi
tujuan nasional yang diresmikan dalam
awal UUD 1945. Ini tidak berubah- ubah
dengan hukum imigrasi yang, meski tidak
khusus, menyangka terorisme selaku
bagian dari kesalahan terorganisir global
serta transnasional terorganisir, yang bisa
memunculkan bahaya kepada keamanan
serta independensi negeri serta kebutuhan
nasional. Walaupun hukum mengenai
terorisme terletak pada langkah dialog buat
mengganti serta meningkatkan sebagian
determinasi yang berhubungan dengan
terorisme. Senantiasa terdapat visi bersama
dalam tiap- tiap hukum serta peraturan ini,
yang bisa dipakai dengan cara maksimal
dalam  sistem penangkalan  serta
penangkalan imigrasi, buat menghindari
serta membatasi siapa juga yang
mempunyai koneksi dengan terorisme, di
Indonesia serta negara- negara lain,
walaupun itu cuma penangkalan. terorisme
yang ditargetkan dalam kondisi ini
merupakan pemisahan hak  buat
independensi beranjak di luar serta di area
Indonesia, begitu juga dibilang Neumayer:
orang asing dari negara- negara yang
warganya banyak teroris wajib dilindungi
berjalan ke luar negara. Serta Dberkata
perihal yang serupa, berkata kalau
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kebijaksanaan pengetatan pinggiran jauh
lebih efisien kala negeri wajib melawan
teroris di wilayahnya sendiri, apalagi
kepada warganya sendiri. Pemisahan ini
karenanya wajib membolehkan buat
menyudahi ikatan antara jaringan teroris di
luar negara serta jaringan nasional. Tetapi,
aplikasi  sistem  penangkalan  serta
penangkalan wajib memunculkan beberapa
kesedihan, paling utama yang
berhubungan dengan konsep hukum
mengenai  terorisme, yang, dalam
konsepsinya,  meluaskan arti  serta
ketentuan- ketentuan melawan terorisme.
Antara lain:

Awal, penangkalan serta
penangkalan imigrasi cuma bisa diajukan
oleh badan ataupun badan Negeri dengan
daulat penangkalan serta penangkalan
yang diatur dalam hukum, dalam Artikel
91 Hukum No 6 Tahun 2011 mengenai
Keimigrasian serta pemberian Menteri
daya hukum serta hak asas orang
bersumber pada hasil ketetapan mengenai
pengawasan imigrasi serta kesalahan
terpaut dengan imigrasi; Menteri Finansial
serta Kejaksaan Agung, cocok dengan
kewajiban serta peraturannya. Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan
Komisi Penghapusan Penggelapan serta
kepala Tubuh Narkotika Nasional, cocok
dengan determinasi perundang- undangan;
serta atau ataupun ketetapan, perintah
ataupun permohonan dari administratur
departemen atau badan lain yang diatur
oleh hukum mempunyai daya buat
menghindari, tiap- tiap kepala departemen
atau badan yang dituturkan di atas
bertanggung jawab atas ketetapan,
permohonan, serta antaran yang terbuat.
sebab daulat serta hak terbatas yang
diserahkan oleh peraturan perundang-
undangannya.  Tetapi, BNPT  bisa
menganjurkan buat memberikannya daya
buat memohon penangkalan  serta
penangkalan terorisme dalam konsep
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hukum mengenai terorisme yang dikala ini
lagi diulas, dan buat menguatkan status
peraturan  yang  membuat  BNPT.
Walaupun permohonan penangkalan bisa
jadi  menumpang bertumpukan dengan
wewenang pelacakan oleh polisi, pula
dimungkinkan buat menghindari orang
asing yang ikut serta dalam terorisme
lewat alterasi data teroris di negeri lain
bersumber pada prinsip kejahatan dobel.
Tidak hanya itu, BNPT pula bisa ikut serta
selaku badan regu pengawasan asing
terkonsentrasi dalam kondisi orang asing
yang diprediksi melaksanakan perbuatan
kejahatan ataupun selaku bagian dari
aktivitas serta aktivitas teroris.

C. Peran Imigrasi Dalam Pencegahan
Terorisme di Indonesia

Berdasarkan tinjauan kasus
terorisme kriminal dan kaitannya dengan
fungsi imigrasi, ini mengklarifikasi peran
imigrasi dalam pencegahan pelanggaran
teroris, yaitu kontrol perbatasan dan
otorisasi, masuk, serta praktik koordinasi
untuk pelaksanaan fungsi imigrasi dengan
negara lain. Kontrol Perbatasan dan lzin
Masuk Berkenaan dengan kejahatan
transnasional, termasuk tindak pidana
terorisme, Imigrasi telah berkoordinasi dan
berkolaborasi dengan lembaga pemerintah
lainnya, terutama pejabat penegak hukum
ke otoritas imigrasi. Selain CEKAL,
koordinasi  sistemik juga melibatkan
penyerahan nama-nama orang dalam
Daftar Pencarian Orang (DPO). Kantor
imigrasi dan bandara dapat mengakses dua
mekanisme ini, CEKAL dan DPO, dan
kemudian menyerahkannya ke konter
imigrasi sebagai operator lapangan yang
secara langsung menghadapi orang asing
yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu
informasi ini sejalan dengan dasar hukum
yang ditetapkan dalam PP31/2013.
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a. Menteri berhak serta bertanggung
jawab buat penangkalan di aspek

imigrasi.

b. Menteri melaksanakan
penangkalan bersumber pada hasil
pengawasan imigrasi serta
ketetapan hukum imigrasi

administratif; Ketetapan Menteri
Finansial serta Kejaksaan Agung,
cocok dengan aspek profesi tiap-
tiap serta determinasi perundang-
undangan; permohonan kepala
Kepolisian Republik Indonesia,
cocok dengan determinasi hukum;
Perintah Kepala negara Komisi
Pemberantasan Penggelapan, cocok
dengan determinasi perundang-
undangan; permohonan dari kepala
Tubuh Narkotika Nasional cocok
dengan determinasi perundang-
undangan; serta atau ataupun
ketetapan, perintah ataupun
permohonan dari manajemen unit
atau badan penguasa yang lain
bersumber pada hukum
mempunyai daulat pencegahan .

Di luar metode sistemik ini, dalam
kondisi asumsi kelakuan teroris, polisi
pula mengatur pengiriman informasi.
Tubuh Intelijen Nasional, Tubuh Nasional
PenanggulanganTerorisme serta Interpol
buat Imigrasi. Pengajuan informasi ini
dicoba dengan memakai teknologi
komunikasi dikala ini, bagus lewat
panggilan telepon, ke aplikasi WhatsApp.
Bagi informan, informasi lewat saluran
informal bisa dengan cara efisien
berkontribusi pada pemrosesan aksi teroris
lebih Kilat, tercantum dengan mengenali
masuk atau keluarnya terdakwa terdakwa
teroris di area Indonesia. Dalam kondisi
semacam itu, saluran- saluran informal ini
diklasifikasikan selaku kondisi gawat,
begitu juga diatur dalam Artikel 228 PP 31
atau 2013, yang melaporkan kalau bagian(

1) menekan untuk administratur yang
berhak, begitu juga perihalnya. buat
administratur yang berhak.

Dalam Artikel 226( 2) bisa dengan
cara langsung memohon aparat imigrasi
khusus buat mengutip aksi penangkalan.
Bagian( 2) dari aparat imigrasi begitu juga
diartikan pada bagian( 1) merupakan
aparat imigrasi dari pos pengawasan
imigrasi ataupun bagian penguatan teknis
yang bertanggung jawab buat pengecekan
imigrasi arti dari artikel( 1) ini lekas
melaksanakan aksi penangkalan. Artikel 4)
tidak terdapat sehubungan dengan aparat
yang berhak begitu juga diartikan dalam
bagian 226, administratur yang ditunjuk
bisa membuat ketetapan, aplikasi ataupun
perintah penangkalan begitu juga diartikan
pada bagian( 1) administratur yang
ditunjuk begitu juga diartikan pada bagian(
4) wajib mengantarkan ketetapan tercatat
pada Menteri dalam durasi 2 puluh( 20)
hari semenjak bertepatan pada
permohonan langsung. Bagian( 6) bila,
dalam waktu durasi begitu juga diartikan
dalam bagian( 5), tidak terdapat ketetapan
tercatat dari penjamin jawab ataupun
penjamin jawab, penangkalan tidak lagi
dikira legal. Pada tingkatan besar, pangkal
yakin kalau penangkalan kesalahan teroris
bisa dipraktekkan dari tahap paspor atau
sumbangan.

Dalam permasalahan ini,
bersumber pada dasar prasangka tidak
bersalah, tiap masyarakat negeri Indonesia
bisa menghasilkan paspor. data itu
diserahkan oleh daulat penegak hukum.,
semacam Kkeikutsertaan seorang dalam
badan teroris. Tetapi, bagi sebagian
pangkal, penyerentakan informasi belum
terbuat antara lembaga- lembaga semacam
BIN, BAIS, Interpol, Densus 88 ataupun
Imigrasi  itu  sendiri. Penyerentakan
informasi, paling utama informasi
intelijen, memainkan kedudukan berarti
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dalam penangkalan dini. kesalahan teroris
di Indonesia. Dari ujung penglihatan
imigran, usaha penangkalan dini bisa
dicoba dengan menguatkan guna filtrasi
sepanjang tanya jawab paspor. Dengan
penyerentakan informasi yang diresmikan,
diharapkan aparat imigrasi  hendak
mendapatkan dasar fakta yang legal buat
menyudahi apakah seorang mempunyai
paspor ataupun tidak.

Mengkoordinasi  serta  bekerja
sama dalam pensiun imigrasi dengan
badan lain Semenjak 2016, Direktorat
Jenderal Imigrasi sudah bertugas dengan
NCB- Interpol lewat pemakaian aplikasi.
Aplikasi ini merupakan produk Interpol
yang bisa dipakai buat mengetahui
informasi akta yang lenyap, dicuri,
ataupun dicuri. Sepanjang
pengembangannya pada tahun 2018( 26
atau 1), Tubuh Imigrasi serta NCB-
Interpol memaraf metode pembedahan
standar( SOP) pada pemrosesan hit
ataupun peringatan pada sistem Interpol 24
atau 7 yang berintegrasi sistem. Sistem
Manajemen  Pengawasan  Pinggiran(
BCM). Tujuan dari SOP ini merupakan
buat menaruh metode buat menanggulangi
peringatan ataupun peringatan” dalam
penemuan dini pelarian serta pelanggar
transnasional, lewat akta ekspedisi yang
lenyap ataupun dicuri. Dengan cara
normatif didasarkan pada Kebijaksanaan
Kepolisian Nomor. 5 tahun 2011 mengenai
pemakaian jaringan Interpol( I- 24 atau 7)
serta jaringan ASEANAPOL( e- ADS) di
Indonesia, I- 24 atau 7 didefinisikan
selaku™ Interpol Garis besar Interpol
Police Inter- system Communication
Jaringan" yang bekerja 24 jam satu hari, 7
hari sepekan, yang dipakai buat alterasi
data. Data antara negara- negara badan
ICPO- Interpol yang kilat, cermat, cermat
serta nyaman. Dalam kondisi imigrasi,
kerja sama ini amat terpaut akrab dengan
intelijen imigrasi. Survey Keimigrasian
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serta Aktivitas Penjagaan buat Evakuasi
Keimigrasian dalam kondisi cara peliputan
data lewat analisa buat memastikan
ditaksir situasi imigrasi yang ditemui
ataupun wajib dipadati.

Dengan Dbegitu, dalam perihal
koordinasi serta kerja sama dampingi
badan, kedudukan Interpol jadi berarti
berkah golongan kegiatan Manajemen
Pinggiran Terstruktur( IBMTF) yang bisa
menolong penguatan hukum
Mengkoordinasikan  serta menguatkan
kapasitas memberi informasi Dengan cara
efisien, Indonesia, Malaysia serta Filipina
sudah melaksanakan sebagian pembedahan
keamanan pinggiran buat mengamankan
wilayah pinggiran yang dicurigai melewati
alam kesalahan terorganisir rute negeri.
Pembedahan kombinasi ini terorganisir
dengan cara bertepatan serta seluruhnya
dibantu oleh Interpol.

Ada pula sebagian perihal yang
hendak dicoba oleh pihak imigrasi
merupakan:

a. Optimisasi pengawasan imigrasi

Pengawasan  imigrasi  hendak
disortir bersumber pada pengelompokan
pengawasan berplatform poin, ialah
pengawasan imigrasi masyarakat negeri
Indonesia serta masyarakat negeri asing.(
Artikel 66 UU Nomor 6 atau 2011) Buat
pengelompokan awal, ialah pengawasan
imigrasi masyarakat negeri Indonesia,
dengan cara teknis Artikel 172( 3) PP
Nomor 31 tahun 2013 melaporkan kalau™
Pengaturan imigrasi kepada masyarakat
negeri Indonesia dicoba pada dikala
mengajukan permohonan akta ekspedisi
dari Republik Indonesia, buat pergi
ataupun merambah area Indonesia, serta di
luar area Indonesia. Dalam perihal ini,
Artikel 175 PP 31 atau 2013 melaporkan
kalau" kontrol administratif masyarakat
negeri Indonesia dicoba dalam
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pengumpulan, pemrosesan, serta penyajian
informasi serta data yang berhubungan
dengan layanan imigrasi pada masyarakat
negeri Indonesia; aplikasi buat status Akta
Ekspedisi Indonesia olen masyarakat
negeri  Indonesia serta perdagangan
masyarakat negeri Indonesia yang masuk
ataupun meninggalkan area Indonesia;
pembuatan  kedua catatan  julukan
masyarakat negeri  Indonesia  yang
dikenakan aksi penangkalan di luar Area
Indonesia, mengutip gambar serta periksa
jemari. Pengawasan atas dasar masyarakat
negeri Indonesia bisa dicoba bersumber
pada( Artikel 176), ialah buat mencari
serta mendapatkan data  mengenai
kehadiran masyarakat negeri Indonesia di
luar area Indonesia, buat melaksanakan
tanya jawab kala mengajukan akta
ekspedisi dari Republik Indonesia, ataupun
berkoordinasi dengan penguasa negeri
bagian setempat. lewat Kepala Perwakilan
Republik  Indonesia buat memantau
kehadiran masyarakat negeri Indonesia di
luar area Indonesia.

b. Intelejen Keimigrasian : Profiling
dan data mining
Pembuatan Profil serta
Penambangan Informasi Salah  satu

pandangan berarti dalam memaksimalkan
pengawasan imigrasi yang diulas di atas
merupakan daya guna memberi informasi.
Dalam kondisi imigrasi ke Indonesia,
bersumber pada Artikel 74( 2) Hukum
Imigrasi, kewenangan buat memperoleh
data dari khalayak ataupun badan
penguasa; mendatangi tempat ataupun
gedung yang dicurigai bisa menciptakan
data mengenai posisi serta aktivitas orang
asing; melaksanakan pembedahan intelijen
pada imigrasi; ataupun  melindungi
informasi  serta data imigrasi dan
mengamankan  penerapan  kewajiban
terpaut imigrasi. Lebih spesial lagi,
sebutan” pelacakan imigrasi® merujuk

pada kegiatan ataupun aksi aparat imigrasi
buat mencari serta menciptakan insiden
yang  diprediksi  selaku  kesalahan
imigrasi.” Data imigrasi” didefinisikan
selaku" aktivitas yang dicoba atas dasar
konsep buat menggapai tujuan khusus
serta didetetapkan serta dicoba atas
perintah aparat imigrasi yang berhak".
Sehubungan dengan intelijen imigrasi,
fungsi-  fungsi  ini  mempunyai 2
pandangan, ialah, pelacakan intelijen
imigrasi serta keamanan intelijen imigrasi.
Analitis intelijen imigrasi dicoba buat
mencari, mendapatkan, mendapatkan serta
memasak informasi atau data yang
berhubungan dengan subjek sasaran di
aspek Imigrasi. Sedangkan keamanan
imigrasi digapai supaya bisa dengan kilat
mengetahui serta menghindari bahaya,
tantangan, halangan serta kendala dalam
penerapan guna imigrasi. Cocok dengan
Artikel 19 Permenkumham 30 atau 2016,"
tiap pembedahan intelijen imigrasi wajib
dilansir dalam wujud produk intelijen
mengenai  evakuasi”. Produk disusun
dalam wujud informasi serta diserahkan
dengan cara berangsur- angsur ke General
Manager.

( Artikel 21, 22) Pada langkah ini,
buat mempraktikkan bentuk sirkular
pengaturan imigrasi, hasil pembedahan
intelijen imigrasi wajib didistribusikan ke
guna pengawasan serta inspeksi pinggiran.
Tidak cuma menyudahi di sana, namun
intelijen imigrasi pula wajib jadi dasar
informasi banyak orang yang diprediksi
berafiliasi ataupun berasosiasi dengan
kelompok- kelompok teroris asing. Dasar
informasi catatan teroris yang dicurigai
bisa jadi produk intelijen sehabis cara
pengurusan informasi intelijen imigrasi
dalam wujud kalkulasi evaluasi resiko.
Merujuk pada aplikasi Unit Keamanan
Dalam Negara AS, misalnya, kalkulasi
resiko terorisme diperoleh dari pertemuan

85



Civitas Academica : Jurnal llmiah Mahasiswa

Vol 1 No 1 Tahun 2021 Hal 77-88

bahaya yang dikalikan dengan kerentanan
dikalikan dengan kritikalitas.

c. Pengawasan Yang Ketat di Perbatasan

Pandangan terakhir dari guna
imigrasi, terpaut akrab dengan
penangkalan kesalahan teroris, merupakan
pengawasan pinggiran. Dalam perihal ini,
pinggiran merupakan pos pengecekan
imigrasi, dalam wujud Tempat Pengecekan
Imigrasi( TPI) serta non- TPI. Dengan cara
teknis, aparat imigrasi mempunyai daya
buat mengatur ataupun menghindari siapa
juga merambah area Indonesia; dengan
determinasi  terpisah buat masyarakat
negeri Indonesia serta orang asing. Dalam
kondisi antipati, Artikel 28( 1) melaporkan
kalau™ administratur imigrasi mempunyai
daya buat menyangkal meninggalkan area
Indonesia bila orang itu: serta akta
ekspedisi yang legal;) dibutuhkan buat
kebutuhan pelacakan atas permohonan
administratur yang berhak, ataupun( c)
namanya terdapat dalam catatan aksi
penangkalan yang wajib didapat.” Spesial
buat orang asing, bagian 25 dari Hukum
Imigrasi melaporkan kalau antipati Orang
asing yang merambah area Indonesia
selaku orang asing: julukan mereka
terdapat di catatan antipati, tidak
mempunyai akta ekspedisi yang asi,
mempunyai akta imigrasi ilegal, tidak
mempunyai  izin, melainkan  yang
dikecualikan persyaratan Izin,
membagikan data yang salah kala
mendapatkan izin, terkena penyakit meluas
yang mematikan kesehatan warga, ikut
serta dalam inter- kriminal kesalahan
terorganisir ~ transnasional.  tercantum
dalam catatan orang yang hendak dibekuk
dari negeri asing; ikut serta dalam aktivitas
pengkhianatan dengan Penguasa Republik
Indonesia; ataupun tercantum dalam
jaringan aplikasi ataupun aktivitas hiburan
malam,  perdagangan  orang  serta
perdagangan orang. Buat masyarakat
negeri Indonesia, Artikel 27 Peraturan
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Penguasa Nomor. 31 Tahun 2013
mengenai Hukum Penerapan Keimigrasian
Nomor. 6 tahun 2011 menata keadaan
selanjutnya: Bagian( 1)  Seluruh
masyarakat negeri Indonesia tidak bisa
ditolak masuk ke area Indonesia.

Artikel 2 Bila ragu mengenai akta
ekspedisi masyarakat negeri Indonesia
serta atau ataupun statusnya selaku
masyarakat negeri Indonesia, beliau wajib
membagikan fakta lain yang legal serta
memastikan kalau beliau merupakan
masyarakat negeri Indonesia. Bagian( 3)
Dalam kondisi fakta begitu juga diartikan
pada bagian( 2), orang yang berhubungan
bisa ditempatkan di pusat penangkapan
imigrasi ataupun ruang penangkapan
imigrasi. Alinea 4 Fakta kebangsaan
Republik begitu juga diartikan dalam
bagian 2 dengan pengecekan oleh aparat
imigrasi. Dalam perihal ini, menguatkan
pengawasan pinggiran menekankan frasa"
keragu- raguan mengenai akta ekspedisi
seseorang masyarakat negeri Indonesia™.
Optimalisasi  pengawasan ini digapai
dengan tingkatkan kapasitas serta mutu
karyawan serta alat buat mengenali akta
ilegal. Tidak hanya itu, sebab guna ini
mengatur pintu masuk serta pergi ambang,
pengawasan  pinggiran  membutuhkan
sinergi informasi serta data dengan 2 guna
tadinya, ialah pengawasan serta intelijen.
berhubungan dengan imigrasi. Pada
langkah ini, kerangka peraturan yang
terdapat belum dengan cara akurat
sediakan jelukan spesial untuk pengawas
pinggiran buat memakai data imigrasi buat
menyangkal ataupun menyangkal kontak.

PENUTUP
Pengawasan keimigrasian
merupakan  salah  satu  kewajiban

Direktorat Jenderal Badan Imigrasi yang
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diamanatkan oleh Hukum Keimigrasian
Nomor. 6 tahun 2011. Garis besar
rancangan pengawasan imigrasi
menekankan pengawasan Yyang akrab
dengan  subyek  masyarakat  negeri
Indonesia serta orang asing. Melawan
masyarakat negeri  Indonesia dalam
ekspedisi layanan imigrasi di negeri
mereka serta di luar negara, dan di dalam
serta di luar Indonesia.

Mengalami  bahaya  mengenai
terorisme penguasa sudah membuat
bermacam peraturan buat menanggulangi
permasalahan terorisme. Salah satunya
dengan terdapatnya pembuatan Tubuh
Nasional Penyelesaian Terorisme( BNPT).
Imigrasi selaku badan negeri mempunyai
filosofi ialah yang awal selaku badan
negeri yang menolong melayani( state
auxiliary bodies) serta selaku badan negeri
tolong( state auxiliary alat).

Imigrasi sudah berkoordinasi serta
bekerja sama dengan badan penguasa yang
lain, paling utama administratur penegak
hukum ke daulat imigrasi. Tidak hanya
CEKAL, koordinasi  sistemik  pula
mengaitkan penyerahan nama- nama orang
dalam Catatan Pencarian Orang( DPO).
Kantor imigrasi serta lapangan terbang
bisa mengakses 2 metode ini, CEKAL
serta DPO, serta setelah itu
menyerahkannya ke konter imigrasi selaku
operator alun- alun yang dengan cara
langsung mengalami orang asing yang
masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu data
ini searah dengan dasar hukum yang
diresmikan dalam PP31 atau 2013.

Tidak hanya itu pihak imigrasi pula
melaksanakan kerjasama dengan
bermacam pihak ataupun lembaga terpaut
yang lain serta pula melaksanakan
pengoptimalisasian pada kontrol batasan
negeri serta kontrol pada akta informasi

diri sesoarang yang akan ke Indonesia
ataupun ke luar dari Indonesia.

Penguasa  hendaknya  menata
peraturan perundang- undangan mengenai
teroris dengan bagus serta berhubungan
dengan keimigrasian supaya setipa orang
yang diprediksi selaku teroris bisa
ditangani dengan cara langsung tanpa
terdapatnya  keragu- raguan  dalam
berperan. Sedemikian itu pula dengan tiap
peraturan ataupun perbuatan kejahatan
yang diserahkan haruslah cocok serta
membagikan dampak kapok supaya tidak
terjalin kedua kalinya serta disamaratakan
supaya tidak terjalin deskriminatif.
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